


197  Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 2, Januari 2019 : 196-204

Lembaga Negara dan instansi pemerintahan
lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya bebas dari campur tangan ke-
kuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia).
Pemerintah Indonesia membentuk lembaga
ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah
yang bersih dan penyelenggaraan negara
yang baik atau clean governance, bebas dari
praktek korupsi, kolusi , dan nepotisme.

Provinsi Riau lembaga Ombudsman
telah berdiri pada bulan Oktober tahun
2012. Pada periode 2013 s/d 2016 dan jenis
kasus mal-administrasi yang masuk ke da-
lam lembaga ini berjumlah 812 kasus de-
ngan jenis kasus maladministrasi yang pa-
ling banyak adalah tidak memberikan pela-
yanan yang efektif atau yang memuaskan
masyarakat (Sumber Ombudsman perwaki-
lan provinsi Riau 2017). Namun beberapa
kasus seperti kepatutan, penyalahgunaan
wewenang, dan penundaan berlarut-larut
dalam penyelesaian aladministrasi adalah
merupakan fenomena yang semakin me-
ningkat jumlahnya setiap tahun.

Hal yang sangat menarik dalam feno-
mena diatas adalah jumlah kasus yang dapat
diselesaikan dari tahun ke tahun meningkat
secara proporsional namun peningkatan ini
tidak sejalan dengan perkembangan dan
spesialisasi keilmuan sumber daya manusia-
nya, disamping itu fasilitas sarana dan pra-
sarana yang yang dimiliki organisasi juga
sangat terbatas. Namun keterbatasan sumber
daya manusia dan sarana serta prasarana ti-
daklah menjadi penghalang bagi organisasi
untuk mencapai tujuannya.

Sebagaimana diketahui sumber daya
fisik dan sumber daya manusia adalah dua
sisi yang menjadi modal utama bagi orga-
nisasi untuk bekerja secara efektif . Sumber
daya yang cukup tentulah akan menghasil-
kan hasil yang efektif namun berbeda yang
dialami oleh “Lembaga Ombudsman” yang
ada di Provinsi Riau. Disatu sisi Lembaga
/organisasi publik ini mempunyai sumber
daya fisik dan sumber daya manusianya
yang sangat terbatas tetapi disisi lain lemba-
ga ini dapat menyelesaikan tugasnya sesuai

atau malahan melebihi target setiap tahun.
Lembaga ini hanya memiliki 2 unit kenda-
raan dinas, gedung masih menyewa dan 7
orang asisten (termasuk kepala perwakilan
Ombudsman dan satu bendahara) dan akhir
februari 2017 lembaga ini berhasil merekrut
5 orang tenaga atau karyawan baru ditem-
patkan sebagai tambahan asisten Ombuds-
man Riau.

Dari segi kualitas kepala perwakilan
Ombudsman Riau adalah sarjana ekonomi,
sedangkan untuk 5 orang asisten Ombuds-
man dari 2013-2016 mereka adalah mem-
punyai kualifikasi pendidikan strata satu,
untuk asisten Ombudsman yang direkrut pa-
da tahun 2017 mereka juga mempunyai jen-
jang pendidikan strata satu dan strata dua.

Namun keterbatasan-keterbatasan ter-
sebut tidaklah merupakan penghalang da-
lam pencapaian tujuan organisasi. Kesela-
rasan nilai-nilai, norma-norma serta sistem
budaya kerja yang terbentuk dan berjalan
sesuai dengan tujuan organisasi telah berha-
sil mewujudkan organisasi yang efektif.

Jika dilihat secara kasat mata kondisi
diatas tidaklah sejalan dengan jumlah kasus
mal-administrasi yang harus mereka selesai-
kan setiap tahunnya. Kasus mal-administra-
si meningkat baik secara kuantitas tetapi ju-
ga dari sisi jenisnya, serta dari lingkup wila-
yah pengaduan dimana wilayah pengaduan
mal-administrasi pada tahun 2016 telah me-
liputi seluruh kabupaten dan kota diProvinsi
Riau. Implikasinya sumber daya manusia
yang bekerja pada lembaga Ombudsman ini
harus turun kedaerah untuk mensiasati atau
menyelesaikan kasus-kasus tersebut.Namun
secara aktual semua keterbatasan tersebut
tidaklah menjadi penghalang untuk suskses-
nya lembaga ini. Lembaga Ombudsman
Provinsi Riau dapat menyelesaikan kasus-
kasus secara efektif atau sesuai dengan tar-
get yang telah ditentukan untuk setiap ta-
hunnya (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Ombudsman); Ombudsman Pro-
vinsi Riau 2017. Berdasarkan latar belakang
penelitian, maka focus pertanyaan peneliti-
an adalah budaya organisasi apakah yang
dilestarikan oleh asisten Ombudsman dalam
mewujudkan efektivitas tujuan organisasi?.
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Organisasi adalah” coordinated social
entity, with an identifiable boundary, which
functions on a relatively continuous basis to
achieve a common goal or set of goals”. (
Robbins Stephen P and Neil Barnwell,
2006). Organisasi adalah sesuatu yang abs-
trak, tidak dapat dilihat maupun diraba, teta-
pi selalu kita rasakan eksistensinya, hampir
dalam setiap kehidupan.(S.B. Hari Lubis
dan Martani Huseini ,2009). Begitu juga
menurut Chesterl Bernard dalam Fred
Luthans ( 2005) menjelaskan organisasi
merupakan suatu sistem dari aktivitas dua
manusia atau lebih yang terkoordinasi seca-
ra sadar. Menurut Victor A.Thomson dalam
Miftah Thoha (2008) menyatakan bahwa
“an organization is a ‘highly’ rationalized
and impersonal integration of a large
number of specialist cooperating to achieve
some announced specific objective”.

Selanjutnya Robbins Stephen P and
Neil Barnwell (2006) memberikan bebera-
pa ukuran budaya organisasi atau “organi-
zation culture” sebagai berikut: Individual
initiative, Risk tolerance, Direction, Integ-
ration, Management support, Control,
Identity, Reward system, Conflict tolerance,
and Communication patterns.

Robbins & Coulter (2010) mengemu-
kakan bahwa “Budaya organisasi atau
organizational culture adalah sehimpunan
nilai, prinsip, tradisi dan cara bekerja yang
dianut bersama oleh dan mempengaruhi pe-
rilaku serta tindakan para anggota organi-
sasi”. Thomas S. Bateman dan Scott A.
Snell (2008) juga memberikan pengertian
tentang budaya organisasi atau organization
culture yaitu sekumpulan asumsi penting
mengenai organisasi tersebut dan tujuan-
tujuan serta praktek-praktek yang dianut
bersama oleh semua anggota perusahaan
tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh
Mangkunegara (2005) yang menyatakan
bahwa budaya organisasi adalah seperang-
kat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-
nilai, dan norma yang dikembangkan dalam
organisasi yang dijadikan pedoman tingkah
laku bagi anggota-anggotanya untuk me-
ngatasi masalah adaptasi eksternal dan

internal. Robbins dan Judge (2011) mene-
gaskan “Budaya organisasi adalah sistem
makna bersama yang diselenggarakan oleh
anggota yang membedakan satu organisasi
dengan  organisasi lain”.Sweeney &
McFarlin (2002) dikutip dalam Badrudin
(2014) menyatakan budaya organisasi me-
ngacu kepada cara hidup (way of life) orga-
nisasi/perusahaan. Maka penelitian ini ber-
tujuan untuk menganalisa budaya organisasi
pada Ombudsman Riau serta kiat-kiat yang
melembaga pada organisasi Ombudsman
untuk mewujudkan kelesetarian budaya
tersebut.

METODE

Adapun jenis penelitian adalah pen-
dekatan kualitatif yaitu melalui proses, mu-
lai dari reduksi data, klarifikasi dan penari-
kan kesimpulan. Informan penelitian adalah
informa kunci dan informan biasa yang se-
muanya berjumlah 13 orang. Teknik pe-
ngumpulan data dengan wawancara, obser-
vasi dan dokumentasi. Untuk metoda anali-
sa yang dipakai adalah pendekatan kuali-
tatif.

HASIL
Inisiatif Individual

Sebagaimana yang telah dibahas da-
lam bab II tentang perilaku organisasi yang
memberikan tekanan kepada individu dan
kelompok kecil dalam organisasi untuk ber-
buat sesuai dengan tujuan organisasi. Salah
satu perilaku atau kepribadian tersebut ada-
lah inisiatif individu. Inisiatif tersebut ada-
lah pemberian izin oleh organisasi kepada
karyawannya untuk menciptakan dan me-
laksakan rencana-rencananya untuk berusa-
ha keras mencapai tujuan organisasi. Oleh
sebab itu setiap individu atau tim-tim yang
ada dalam organisasi bebas untuk berkarya
namun tetap pada koridor yang telah diten-
tukan dalam organisasi. Untuk mewujudkan
keselarasan kerja dengan nilai-nilai, norma-
norma dan perilaku individu serta sistem
kerja di lembaga Ombudsman maka secara
operasional inisiatif ini dapat dilihat dari
indikator tingkat tanggung jawab, kebe-






